
KEMENTEffiANPERHUBUNGAN 
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 
NOMOR KP-DJPU 107 TAHUN 2026 

TENTANG 
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM 

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, 

Menimbang : a . bahwa berdasarakan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, mengatur kewajiban penetapan Indikator 
Kinerja Program untuk Unit Kerja Eselon I; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal 
Perhubungan Udara Nomor KP-DJPU 302 Tahun 2025 
tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara Tahun 2025-2029, memuat rumusan 
Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan 
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara 
tentang Penetapan Indikator Kinerja Program Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369); 

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 19); 
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5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang 
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/ 11/2008 
tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1842); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 
2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2025 Nomor 115); 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 
tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 
Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 1049); 

MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 
2025-2029 . 

Menetapkan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 
Direktur Jenderal ini. 

Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan 
Udara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri 
atas: 
a. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP); dan 
b. Indikator Kinerja Sasaran Program Penunjang (IKSPp). 
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Petunjuk Manual terhadap Indikator Kinerja Program 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana 
dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 
Direktur Jenderal ini. 

lndikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan 
Udara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai 
acuan dalam Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan pada 
masing-masing Tingkat Eselon II dan Satuan Kerja (Unit Kerja 
Mandiri/Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara. 

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, 
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 
KP 238 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja 
Program Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 
2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 27 April 2026 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

LUKMAN F. LAISA 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 
1. Menteri Perhubungan; 
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 
3. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Perhubungan; 
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; 
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 
6 . Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 
7. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara; 
8. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara; 
9. Para Kepala Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 

dan 
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara. 

i dengan aslinya 
Hukum dan Kerja Sama, 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
PERHUBUNGAN UDARA 
NOMOR KP-DJPU 107 TAHUN 2026 
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR 
KINERJA PROGRAM DIREKTORAT 
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 
TAHUN 2025-2029 

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029 

A. INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP) DIREKTORAT 
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

KODE SASARAN PROGRAM (SP) INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP) SATUAN 
SPl Meningkatnya Konektivitas 

IKSP 1 
Persentase konektivitas 

% transoortasi udara transportasi udara 
SP2 Meningkatnya kinerja 

IKSP 2.1 
Persentase On Time Performance 

% pelayanan transportasi udara (OTP) penerbangan 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

IKSP 2.2 terhadap pelayanan transportasi Indeks 
udara 

SP3 Meningkatnya Keselamatan 
IKSP 3 .1 

Tingkat keselamatan transportasi 
% 

dan Keamanan transportasi udara 
udara 

IKSP 3 .2 
Tingkat keamanan transportasi 

% 
udara 

B. INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM PENUNJANG (IKSPp) 
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

KODE 
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 

SATUAN 
PENUNJANG (SPol PENUNJANG (IKSPp) 

SPp4 Meningkatnya kualitas tata IKSPp 4 .1 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan 
Nilai 

kelola Pemerintahan yang baik Udara 
di Direktorat Jenderal IKSPp 4 .2 Nilai evaluasi kelem bagaan Ditjen 

Nilai 
Perhubungan Udara Perhubungan Udara 

IKSPp 4 .3 Indeks kematangan keamanan siber 
Indeks 

Ditjen Perhubungan Udara 
IKSPp 4.4 Persentase Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran Ditjen Perhubungan % 
Udara 

IKSPp 4.5 Indeks Pengelolaan Aset Ditjen 
Indeks 

Perhubungan Udara 
IKSPp 4.6 Persentase pemenuhan kualitas 

% 
SDM Ditien Perhubungan Udara 

IKSPp 4 .7 Persen tase peraturan perundang-
undangan bida ng penerbangan yang % 
ditetapkan 

IKSPp 4 .8 Tingkat interaksi masyarakat pada 
kanal media sosial Ditjen % 
Perhubungan Udara 

IKSPp 4.9 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal 
Nilai 

Ditjen Perhubungan Udara 
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C. MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP) DIREKTORAT 
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

j 

SASARAN STRATEGIS (S~) 
INDEK,ATOR KINERJA SAS:e,.~-STRATEGIS 

. , IKSS ,, ,,,,f' • . 

SS 1 Meningkatnya Konektivitas dan Integrasi 
Trans ortasi Nasional 

Rasio konektivitas transportasi 
nasional 

t& ~ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 
~,,:; = SASARAN PROGRAM (SP) (IKSP) 

" 
SP 1 I Meningkatnya Konektivitas Transportasi IKSP 1.1 I Persentase konektivitas transportasi 

Udara udara 
DEFINISI 
Konektivitas transportasi udara adalah kondisi dimana sistem jaringan transportasi udara terse bar 
di seluruh negeri untuk menghubungkan semua wilayah, kota, dan daerah 
FORMULA INDIKATOR 

BUNB DN + BUPR + (BUNB DN dan BUPR) 
X 100% 

RINBU + BUPRTR 

Keterangan : 
BUNB DN: Jumlah Bandara yang hanya melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri . 
BUPR: Jumlah Bandara yang hanya melayani penerbangan perintis sesuai dalam KP Perintis. 
(BUNB DN dan BUPR) : Jumlah Bandara yang melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri 

dan perintis sesuai dalam KP Perintis. 
RINBU: Jumlah Bandara dalam RINBU (Rencana Induk Nasional Bandar Udara) sesuai KM 33 

Tahun 2024 . 
BUPRTR: Jumlah Bandara yang melayani penerbangan perintis sesuai dengan KP Perintis (tidak 

masuk dalam RINBU) . 
RINBU: Jumlah bandara eksisting ditambah bandara baru yang terbangun. 
SUMBER DATA 
Direktorat Bandar Udara dan Direktorat Angkutan Udara 
SATUAN 
Persentase (%) 
PENANGGUNG JA WAB 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

SS 2 Meningkatnya Kinerja 
Transportasi Nasional 

-
?'1~tJ;~ASARAN PROGRAM (SP) 

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 
IKSS '"" 

Pelayanan IKSS 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
terhadap pelayanan publik sektor 
trans ortasi 

INDIKATOR KINERJA SASA~N. PROGRAM 
(IKSP) ·. l'/\t'' 

SP 2 I Meningkatnya Kinerja Pelayanan IKSP 2.1 I Persentase On Time Performance (OTP) 
Transportasi penerbangan 

DEFINISI 
Ketepatan waktu penerbangan (On Ti.me performance/OTP) adalah kesesuaian waktu keberangkatan 
atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan. 
Data diperoleh bersumber dari data keberangkatan 13 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal 
yang melayani rute dalam negeri. faktor keterlambatan yang dihitung adalah Teknis Operasional (TO) 
dan Non Teknis Operasional (NTO/Manajemen airline). 
13 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal terse but sebagai berikut: PT. Asi Pudjiastuti Aviation, 
PT. Batik Air Indonesia, PT. Citilink Indonesia, PT. Garuda Indonesia, PT. Indonesia Air asia, PT. Lion 
Mentari Airlines, PT. Nam Air, PT. Pelita Air Service, PT. Sriwijaya Air, PT. Super Air Jet, PT. Transnusa 
Aviation Mandiri, PT. Trigana Air Service dan PT. Wings Abadi. 
FORMULA INDIKATOR 
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Jumlah Penerbangan Tepat Waktu 
X 100% 

Jumlah Total Penerbangan 

SUMBER DATA 
Direktorat Angkutan Udara 
SATUAN 
Persentase (% ) 

PENANGGUNG JAWAB 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

SA.SARAN STRATEQ:IS (SS) 

SS 2 Meningkatnya Kinerja 
Transportasi Nasional 

I~~ . 
SASARAN PROGRAM (SP) 

~· 

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATFXUS 
IKSS 

Pelayanan IKSS 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
terhadap pelayanan publik sektor 
trans ortasi 

· .. •·.· INDIKATOR KlJ'lERJA SASA~N PR.OGRAM ,TI 

(IKSP) 
SP 2 I Meningkatnya Kinerja Pelayanan 

Transportasi Udara 
IKSP 2 .2 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

terhadap pelayanan transoorta si udara 
DEFINISI 
Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat 
kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik 
Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat 
berupa angka. 
IKM terhadap pelayanan transportasi udara merupakan layanan yang diberikan kepada seluruh unit 
kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang di koordinir secara terpusat oleh 
Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan. 
Survei Kepuasan Masyarakat m engacu pada Permenpan RB terkait Pedoman Penyusunan Survei 
Kepuasan Masvarakat Unit Penvelenggara Pelayanan Publik 
FORMULA INDIKATOR 

Nilai survei pengguna jasa di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara pada aplikasi Survei yang 
ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan 

SUMBER DATA 
Setditien Perhubungan Udara 
SATUAN 
Indeks 
PENANGGUNG JAWAB 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

"" SASARAN STRATEGIS (SS) 
~ INDIKATOR KINERJfi, SASARAN ST 

. IKSS 
Meningkatnya 
Trans ortasi Nasional 

Keselamatan IKSS 3 Tingkat keselamatan transporta si 
nasional 
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SASARAN PROGRAM (SP) 
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 

(IKSP) 
SP 3 I Meningkatnya Keselamatan dan IKSP 3.1 I Tingkat keselamatan transportasi 

Keamanan Transportasi U dara udara 
DEFINISI . Berdasarkan Dokumen ICAO Docs 10004 Global Aviation Safety Plan Aspirational Goal yang akan 

dicapai yaitu "Zero Fatality 2030", sehingga kecelakaan pesawat udara komersial dengan berat 
lepas landas maksimum diatas 5700 kilogram yang mengakibatkan korbanjiwa di Indonesia harus 
"Nol" pada tahun 2030. Rata-rata rasio kecelakaan pesawat udara di Indonesia dari tahun 2020 -
2024 adalah 0,324, jika di tahun 2030 harus nol, maka pertahunnya harus turun sebesar 0,054. . Rata-rata Rasio Kecelakaan Pesawat Udara adalah Rata-rata Rasio Kecelakaan Pesawat Udara 5 
tahun berjalan . . Rasio Kecelakaan Pesawat Udara adalah Jumlah kecelakaan pesawat udara komersial dengan 
berat lepas landas maksimum diatas 5700 kilogram yang mengakibatkan korban jiwa selama 
periode satu tahun dibagi dengan jumlah total pergerakan pesawat udara pada periode tahun yang 
sama dikali 1.000.000 pergerakan pesawat udara. 

• Datajumlah kecelakaan pesawat udara bersumber dari KNKT melalui DKPPU . . Data iumlah pergerakan pesawat udara bersumber dari AirNav Indonesia melalui DNP . 
FORMULA INDIKATOR 

100% - (Rata-rata Rasio Kecelakaan Pesawat Udara per 1 juta pergerakan pesawat udara X 100%) 

SUMBER DATA 
Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan 
Direktorat Navigasi Penerbangan 
SATUAN 
Persentase (%) 
PENANGGUNG JAWAB 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

SASARAN STRATEGIS (SS) INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 
(IKSS) 

ss 3 I Meningkatnya Keselamatan Transportasi IKSS 3 I Tingkat keselamatan transportasi 
Nasional nasional 

SASARAN PROGRAM (SP) INDIK.ATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 
(IKSP) 

SP 3 I Meningkatnya Keselamatan dan IKSP 3.2 , Tingkat keamanan transportasi udara 
Keamanan Transportasi Udara 

DEFINISI 
Keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan 
dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaan sumber daya manusia, fasilitas dan 
prosedur. 
Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan (Contingency Plan) dengan kondisi darurat 
(kondisi merah) merupakan kondisi keamanan penerbangan pada saat: 
a . ancaman yang membahayakan keamanan penerbangan, berdasarkan penilaian, positif terjadi 

terhadap pesawat udara, bandar udara dan pelayanan navigasi penerbangan; atau 
b. terjadinya tindakan melawan hukum berupa ancaman born, pembajakan, penyanderaan, sabotase 

dan penyerangan yang membahayakan keamanan terhadap pesawat udara, bandar udara dan 
pelayanan navigasi penerbangan. 

FORMULA INDIKATOR 

(n- a) 
X 100% 

n 
N= jumlah bandar udara dengan sistem keamanan A-F 
a = jumlah kondisi darurat (merah) pada bandar udara dengan sistem keamanan A-F 
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SUMBER DATA 
Direktorat Keamanan Penerbangan 
SATUAN 
Persentase (%) 
PENANGGUNG JAWAB 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

D. MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM PENUNJANG (IKSPp) 
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

if 

SASARAN STRATEGIS PENU~JANG (SSp) 

SSp 6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola 
Pemerintahan Yang Baik di Kementerian 
Perhubungan 

SPp 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola 
Pemerintahan Yang Baik Di Direktorat 
Jenderal Perhubun an Udara 

DEFINISI 

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 
PENUNJANG (IKSSp) ~ "' 

IKSSp 6 Indeks RB Kementerian Perhubungan 

INDIKATOR,i(INER.J.i SASA,~~ P,EQ.@RAM 
' J:>EN'UNJ'ANG IKSP · •·•• ··••v· 

IKSPp 4.1 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan 
Udara 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem 
pertanggungjawabkan secara periodik. 
Nilai AKIP merupakan nilai atas implementasi sistem Akuntabilitas kinerja ditjen perhubungan udara 
(SAKIP) yang terdiri dari 4 komponen meliputi : Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan 
Kiner·a + Evaluasi Internal. 
FORMULA INDIKATOR 

Hasil penilaian implementasi SAKIP oleh Itjen Kementerian Perhubungan Udara 

SUMBER DATA 
Setdifen Perhubun an Udara 
SATUAN 
Nilai 
PENANGGUNG JAWAB 
Direktorat Jenderal Perhubun an Udara 

SASARAN STRATEGIS PENUNJANG (SSp) INDIKATOR KINERJA ~ASARAN STRATEGIS 
PENUNJANG (IKSSp) .j .• 

SSp 6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola IKSSp 6 Indeks RB Kementerian Perhubungan 
Pemerintahan Yang Baik Di Kementerian 
Perhubungan 

·~ c.~ INDIKATOR KINERJA SASARAN' PROGRAM 
SASARAN I?ROGRAMJ>ENUNJANG (SPp) 

PENUNJANG (IKSRol ~·•* Jill=-. ulic ~ "' 
SPp 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola IKSPp 4 .2 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen 

Pemerintahan Yang Baik Di Direktorat Perhubungan Udara 
Jenderal Perhubungan Udara 

DEFINISI 
Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dijadikan landasan bagi 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan 
struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. 
Nilai evaluasi kelembagaan DJPU berkontribusi pada Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan 
serta berkontribusi pada Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yang menjadi sasaran 
strategis Kementerian Perhubungan. 
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SASARAN PROGRAM PENUNJANG (SPp) I 
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 

PENUNJANG (IKSPp) 
Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan adalah survei berdasarkan 
kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator dimensi-dimensi struktur dan proses 
organisasi. Kuesioner dalam ha! ini digunakan sebagai instrumen dalam proses pengumpulan data. 
Proses pengumpulan data dan pengambilan sample dilakukan dengan pendekatan multilevel, yakni 
dua level (tingkatan) organisasi, yaitu pada tingkatan organisasi tertinggi (organization wide level), dan 
pada tingkatan satu tingkat di bawahnya (suborganization wide level) . Dengan demikian , apabila suatu 
organisasi kementerian, maka pengumpulan data dilakukan melalui penyampaian satu set kuesioner 
kepada organisasi kementerian untuk tingkatan organization wide level ditambah sejumlah kuesioner 
yang diperoleh dari Direktorat Jenderal untuk tingkatan suborganization wide level yang ada di 
lingkungan kementerian yang tersebut, dalam hal ini dapat dipahami bahwa Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara merupakan satu level dibawah Kementerian Perhubungan sebagai 
suborganization wide level. 
Responden dalam evaluasi ini adalah tim evaluasi yang diberi tugas oleh masing-masing instansi 
pemerintah sesuai dengan tingkatan organisasinya untuk mengisi kuesioner yang diberikan . Sehingga 
nilai evaluasi kelembagaan bersumber dari hasil pengisian kuesioner sesuai dengan Peraturan Menteri 
PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah untuk 
setiap jenis unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 
Tim evaluasi terdiri dari penanggung jawab dan pelaksana evaluasi. Penanggung jawab pelaksanaan 
kegiatan evaluasi kelembagaan adalah unit organisasi yang menangani fungsi organisasi instansi 
pemerintah yaitu Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Sedangkan pelaksana evaluasi adalah tim 
pelaksanan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah yang dibentuk secara khusus dengan 
penetapan DirekturJenderal Perhubungan Udara guna melakukan evaluasi berdasarkan Peraturan 
Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018. 

Pengolahan dan analisis data dilakukan berdasarkan instrumen kuesioner dengan 66 (enam puluh 
enam) pertanyaan dengan menggunakan sistem skor dan bobot. Masing-masing dimensi terdiri dari 
sejumlah sub-dimensi. Masing-masing dimensi dan sub-dimensi mempunyai bobot yang besarannya 
ditentukan berdasarkan peranannya dalam indeks kelembagaan. Dimensi terdiri dari 5 tingkatan: 

1. Peringkat Komposit 5 (P-5), jika skor 81-100 
2. Peringkat Komposit 4 (P-4), jika skor 61-80 
3 . Peringkat Komposit 3 (P-3), jika skor 41-60 
4 . Peringkat Komposit 2 (P-2), jika skor 21-40 
5. Peringkat Komposit 1 (P-1), jika skor 0-20 
Penilaian Indeks Kelembagaan menggunakan rumus Bo bot Indikator x Skor setiap Sub Dimensi dibagi 
dengan total penjumlahan hasil Bobot Indikator x Skor. 

Pengolahan dan Analisis Data: 
Pengolahan dan analisis data dilakukan berdasarkan instrumen kuesioner yang tercantum di dalam 
pedoman. Guna mendapatkan gambaran tentang cara pengolahan data yang sudah dikumpulkan 
perlu diperhatikan Langkah-langkah sebagai berikut: 

Metode Pengolahan Data: 
Dalam instrumen tersebut terdapat 66 (enam puluh enam) pertanyaan, dimana dari 66 (enam puluh 
enam) pertanyaan tersebut terbagi atas beberapa bagian, yakni: 
a . 36 pertanyaan untuk mengukur dimensi struktur organisasi, terdiri dari: 

1) Kompleksitas struktur, terdiri dari 18 (delapan belas) pertanyaan; 
2) Formalitas struktur, terdiri dari 7 (tujuh) pertanyaan; dan 
3) Sentralisasi struktur, terdiri dari 11 (sebelas) pertanyaan. 

b. 30 pertanyaaan untuk mengukur dimensi proses organisasi, terdiri dari: 
1) Keselarasan, terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan; 
2) Tata Kelola dan Kepatuhan, terdiri dari 7 (tujuh) pertanyaan; 
3) Perbaikan dan peningkatan proses, terdiri dari 4 (empat) pertanyaan; 
4) Teknologi informasi, terdiri dari 5 (lima) pertanyaan; dan 
5) Manajemen risiko, terdiri dari 6 (enam) pertanyaan. 

FORMULA INDIKATOR 
Cara Perhitungan: 
Dalam daftar pertanyaan terse but dipilih 4 (em pat) opsi jawaban berdasarkan skala likert dengan nilai 
(skor) dari 1 sampai 4 . Penyusunan opsi iawaban meniadi empat pilihan dimaksudkan untuk 
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SASARAN PROGRAM PENUNJANG (SPp) I 
INDIK.ATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 

PENUNJANG (IKSPo) 
menghindari jawaban yang mempunyai kecenderungan a tau tendensi untuk menjawab di tengah a tau 
netral. 
Untuk menghitung nilai dari jawaban yang diperoleh maka ditetapkan besaran bobot untuk masing-
masing dimensi yaitu: 
a. Dimensi Struktur Organisasi, mempunyai bobot 50% (lima puluh persen), dengan rincian bobot 

masing-masing subdimensi sebagai: 
1. Dimensi kompleksitas adalah 50% (lima puluh persen) dari 50% bobot dimensi Struktur atau 

25% (dua puluh lima persen) dari bobot Total keselurahan skor; 
2. Dimensi Formalitas adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 50% bobot Dimensi Struktur 

atau 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari bobot Total keseluruhan skor; dan 
3. Dimensi Sentralisasi adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 50% bobot Dimensi Struktur 

atau 12,5% (dua belas koma lima persen) dari bobot Total keseluruhan skor. 

b. Dimensi proses, mempunyai bobot 50% (lima puluh persen), dengan rincian bobot masing-masing 
subdimensi sebagai berikut: 

1. Dimensi Keselarasan adalah 20% (dua puluh persen) dari bobot 50% bobot Dimensi Proses 
atau 10% (sepuluh persen) dari bobot Total keseluruhan skor; 

2 . Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan adalah 20% (dua puluh persen) dari 50% bobot Dimensi 
Proses atau 10% (sepuluh persen) dari bobot Total keseluruhan skor; 

3. Dimensi peningkatan dan Perbaikan Proses adalah 20% (dua puluh persen) dari 50% (lima 
puluh persen) dari bo bot Dimensi proses atau 10% (sepuluh persen) dari bobot Total 
keseluruhan skor; 

4. Dimensi Teknologi lnformasi adalah 20% (dua puluh persen) dari 50% bobot Dimensi Proses 
atau 10% (sepuluh persen) dari bobot Total Keseluruhan Skor; dan 

5. Dimensi Manajemen risiko adalah 20% (dua puluh persen) dari 50% bobot dimensi Proses atau 
10% (sepuluh persen) dari bobot Total keseluruhan skor. 

SUMBER DATA 
Setditien Perhubungan Udara 
SATUAN 
Nilai 
PENANGGUNG JAWAB 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

SASARAN STRATEGIS PENUNJANG (SSp) 
INDIK.ATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 

PENUNJANG (IKSSp) 
SSp 6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola IKSSp 6 Indeks RB Kementerian Perhubungan 

Pemerintahan Yang Baik Di Kementerian 
Perhubungan 

" W' " .. ..,,, 
INDIK.ATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 

SASARAN BROGRAM PENUNJANG (SPp) PENUNJANG (IKSPp) 
SPp 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola IKSPp Indeks kematangan keamanan siber 

Pemerintahan Yang Baik Di Direktorat 4 .3 Ditjen Perhubungan Udara 
Jenderal Perhubungan Udara 

DEFINISI 
Kematangan Keamanan Siber adalah kondisi yang menggambarkan kapabilitas dan kemajuan 
organisasi dalam menerapkan, meningkatkan , dan menjalankan Keamanan Siber secara efektif dan 
efisien. 
Kerangka Kerja Pelindungan lnfrastruktur Informasi Vital (IIV) merupakan seperangkat konsep dasar 
yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun, menerapkan, dan mengkomunikasikan aktivitas 
pengelolaan Keamanan Siber pada lingkup sektor IN. 
Penyelenggaraan pelindungan IIV merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh Penyelenggara 
IN untuk mengendalikan keamanan melalui penerapan Kontrol Keamanan pada IIV sesuai dengan 
domain pada Kerangka Kerja. 
Mendasari keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 581 tahun 2024 tentang 
Penetapan Penyelenggara Infrastruktur Informasi Vital dan Infratruktur Informasi Vital Sektor 
Administrasi Pemerintahan Tahun 2024, telah ditetapkan 2 (dua) aplikasi Sistem Pelayanan Perijinan 
Online (PEL Online) dan Sistem Informasi Angkutan Udara Online (AOL). Mempertimbangkan kesiapan 
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sumberdaya yang ada maka yang dijadikan perhitungan dalam IKK ini hanya aplikasi Sistem 
Pelayanan Perijinan Online (PEL Online) . 
Pelaksanaan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber berdasarkan Peraturan Badan Siber 
dan Sandi Negara tentang Pengukuran Tingka t Kematangan Keamanan Siber dilakukan 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun. 
FORMULA INDIKATOR 
Hasil penilaian tingkat kem atangan keamanan siber (Cyber Security Maturity) oleh Badan Siber dan 

Sandi Negara (BSSN) 
SUMBER DATA 
Setditien Perhubungan Udara 
SATUAN 
Indeks 
PENANGGUNG JAWAB 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

'iii "' .;a; 
JNDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 

SASARAN STRATEGIS PENUNJANG (SSp) PENUNJANG (IKSSp) 
SSp 6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola IKSSp 6 Indeks RB Kementerian Perhubungan 

Pemerintahan Yang Baik Di Kementerian 
Perhubungan 

SASARAN PROGRAM PENUNJANG (SPp) INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 
PENUNJANG (IKSPol 

SPp 4 Meningkatnya Kualita s Tata Kelola IKSPp Persentase kinerja pelaksanaan 
Pemerintahan Yang Baik Di Direktorat 4 .4 a nggaran Ditjen Perhubungan Udara 
Jenderal Perhubungan Udara 

DEFINISI 
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang 
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/ a tau pengelola fiskal untuk mengukur 
kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas 
perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil 
pelaksanaan anggaran. 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang petunjuk teknis penilaian 
indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, meliputi: 
1. Revisi DIPA; 
2. Deviasi Halaman III DIPA; 
3. Penyerapan Anggaran; 
4 . Belanja Kontraktual; 
5 . Penyelesaian Tagihan; 
6 . Pengelolaan UP dan TUP; dan 
7 . Capaian Output. 
Sumber data terintegrasi dalam satu aplika si SAKTl dan Omspa n Kemenkeu 

FORMULA INDIKATOR 

Hasil Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Aplikasi Kementerian Keuangan 

SUMBER DATA 
Setditjen Perhubungan Udara 

SATUAN 
Nilai dalam Persentase (% ) 
PENANGGUNG JA WAB 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 
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SASARAN STRATEGIS PENUNJANG (SSp) 
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 
PENUNJANG (IKSSp) 

SSp 6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola IKSSp 6 Indeks RB Kementerian Perhubungan 
Pemerintahan Yang Baik Di Kementerian 
Perhubungan 

·p INDIK.ATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 
SASARAN PROGRAM PENUNJANG (SPp) PENUNJANG (IKSPp) 
SPp 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola IKSPp Indeks pengelolaan aset Ditjen 

Pemerintahan Yang Baik Di Direktorat 4.5 Perhubungan Udara 
Jenderal Perhubungan Udara 

DEFINISI . Indikator Kinerja Pengelolaan BMN /IPA ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengguna Barang 
dalam menetapkan indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Negara pada unit Setditjen 
Perhubungan Udara yang membidangi pengelolaan Barang Milik Negara. 

• Indikator Kinerja Pengelolaan BMN/IPA merupakan komponen pengukuran tingkat perbaikan tata 
Kelola pengelolaan Barang Milik Negara pada aspek hasil antara, urusan Indeks Pengelolaan Aset 
pada area penataan tata laksana dan bagian komponen pengungkit evaluasi pelaksanaan reformasi 
birokrasi di Setditjen Perhubungan Udara. 

• Siklus pengelolaan BMN sesua i Peraturan Pemerintah terkait Pengelolaan BMN/D yaitu kegiatan 
perencanaan kebutuhan , penggunaan, pemenfaa tan , pengamanan dan pemeliharaan, 
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan 
dan pengendalian. 

FORMULA INDIKATOR 

Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Biro LPPBMN yang bersinergi dengan Aplikasi Kementerian 
Keuangan 

SUMBER DATA 
Setditjen Perhubungan Udara 

SATUAN 
Indeks 
PENANGGUNG JAWAB 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

SASARAN STRATEGIS PENUNJANG (SSp) INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 
PENUNJANG (IKSSp) 

SSp 6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola IKSSp 6 Indeks RB Kementerian Perhubungan 
Pemerintahan Yang Baik Di Kementerian 
Perhubungan 

,;, ~;; INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 
SASARAN PROGRAM PENUNJANG (SPp) PENUNJANG (IKSPp) 

SPp 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola IKSPp Persentase pemenuhan kualitas SDM 
Pemerintahan Yang Baik Di Direktorat 4 .6 Ditjen Perhubungan Udara 
Jenderal Perhubungan Udara 

DEFINISI 
Pemenuhan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan ukuran tingkat keterpenuhan kualitas 
sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang dapat diamati, 
diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugasjabatannya sesuai dengan standar kompetensi 
jabatan dan rencana pengem bangan karier. Pemenuhan kualitas SDM melalui program 
pengembangan kompetensi dilakukan dengan keikutsertaan dalam program pelatihan seperti 
pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional , 
pelatihan sosial kultural , seminar/ konfrensi / sarasehan, workshop atau lokakarya, kursus, 
penataran, bimbingan teknis, sosialisasi, pelatihan klasikal lainnya. 
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FORMULA INDIKATOR 

Jumlah SDM DJU yang mengikuti 
program pengembangan kompetensi pada tahun berjalan lOO <¼ 

Target jumlah SDM DJU yang mengikuti x 0 

program pengembangan kompetensi pada tahun berjalan 

SUMBER DATA 
Setditien Perhubungan Udara 
SATUAN 
Persentase (%) 
PENANGGUNG JAWAB 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

SASARAN STRATEGIS PENUNJANG (SSp) 
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 

PENUNJANG (IKSSp) 
SSp 6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola IKSSp 6 Indeks RB Kementerian Perhubungan 

Pemerintahan Yang Baik Di Kementerian 
Perhubungan 

SASARAN PROGRAM PENUNJANG (SPp) 
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 

PENUNJANG (IKSPp) 
SPp 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola IKSPp Persentase peraturan perundang-

Pemerintahan Yang Baik Di Direktorat 4.7 undangan bidang penerbangan yang 
Jenderal Perhubungan Udara ditetapkan 

DEFINISI 
Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penerbangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma 
hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat 
yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang 
mengatur penyelenggaraan kegiatan penerbangan. 
FORMULA INDIKATOR 

jumlah pera tu ran perundang - undangan bidang penerbangan 
yang ditetapkan 

X 100% 
target jumlah peraturan perundang - undangan bidang penerbangan yang ditetapkan 

SUMBER DATA 
Setditien Perhubungan Udara 
SATUAN 
Persentase (%) 

PENANGGUNG JAWAB 
Direktorat J enderal Perhubungan Udara 

~ INDfKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 
SASARAN STRATEGIS PENUNJANG (SSp) 

PENUNJANG (IKSSp) 
SSp 6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola IKSSp 6 Indeks RB Kementerian Perhubungan 

Pemerintahan Yang Baik Di Kementerian 
Perhubungan 
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SASARAN PROGRAM PENUNJANG (SPp) 
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 

PENUNJANG (IKSPo) 
SPp 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola IKSPp Tingkat interaksi masyarakat pada 

Pemerintahan Yang Baik Di Direktorat 4.8 kanal media sosial Ditjen Perhubungan 
Jenderal Perhubungan Udara Udara 

DEFINISI 
Tingkat Interaksi Masyarakat pada Kanal Media Sosial Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 
merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program 
penunjang kehumasan dan komunikasi publik dalam menyampaikan informasi kebijakan, program, 
serta layanan transportasi udara kepada masyarakat. Indikator ini mencerminkan sejauh mana 
konten dan informasi yang disajikan mampu menarik perhatian, mendorong partisipasi, serta 
membangun komunikasi dua arah antara Ditjen Perhubungan Udara dengan masyarakat. 

Interaksi masyarakat yang dimaksud meliputi berbagai bentuk keterlibatan pengguna media sosial, 
antara lain jumlah tanggapan (likes/ reactions), komentar, pertanyaan, pesan langsung, serta 
penyebarluasan konten (shares/reposts) pada kanal resmi media sosial Ditjen Perhubungan Udara. 
Tingginya tingkat interaksi menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan relevan, mudah 
dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan serta ekspektasi publik. 

Melalui indikator ini, Ditjen Perhubungan Udara dapat mengevaluasi kinerja pengelolaan media sosial 
sebagai sarana komunikasi publik yang strategis, meningkatkan kualitas pelayanan informasi, 
memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya kepercayaan masyarakat 
terhadap penyelenggaraan transportasi udara yang aman, selamat, dan berkelanjutan. 

FORMULA INDIKATOR 

Jumlah interaksi masyarakat pada tahun berjalan 
X 100% 

target jumlah interaksi masyarakat pada tahun berjalan 

SUMBER DATA 
Setditien Perhubungan Udara 
SATUAN 
Persentase (%) 
PENANGGUNG JAWAB 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

SASARAN STRATEGIS PENUNJANG (SSp) INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 
,, ' " "' 

PENUNJANG (IKSSp) ;& 

SSp 6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola IKSSp 6 Indeks RB Kementerian Perhubungan 
Pemerintahan Yang Baik Di Kementerian 
Perhubungan 

SASARAN PROGRAM PENUNJANG (SPp) INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 
PENUNJANG (IKSPp) 

SPp 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola IKSPp Nilai pengawasan kearsipan internal 
Pemerintahan Yang Baik Di Direktorat 4 .9 Ditjen Perhubungan Udara 
Jenderal Perhubungan Udara 

DEFINISI 
Pengawasan Kearsipan adalah Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan 
penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan . Pengawasan penyelenggaraan 
kearsipan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan 
kearsipan dan pengelolaan arsip. 
Berdasarkan hasil audit kearsipan internal yang telah dilaksanakan diberikan penilaian atas 
penyelenggaran kearsipan pada obyek pengawasan sbb: 

a. Nilai 90 - 100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) 
b. Nilai lebih dari 80 - 90 dengan kategori A (Memuaskan) 
C. Nilai lebih dari 70 - 80 dengan kategori BB (Sangat Baik) 
d . Nilai lebih dari 60 - 70 dengan kategori B (Baik) 



ttd.

-15-

e. Nilai lebih dari 50 - 60 dengan kategori CC (Cukup) 
f. Nilai lebih dari 30 - 50 dengan kategori C (Kurang) 
g. Nilai O - 30 dengan kategori D (Sangat Kurang) 

Nilai yang diperoleh masing-masing unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya merupakan 
prosentasi nilai yang diperoleh terhadap nilai standar pada setiap aspek pengawasan kearsipan. 

FORMULA INDIKATOR 
Hasil penilaian pengawasan kearsipan oleh Biro Umum Kementerian Perhubungan 

SUMBER DATA 
Setditien Perhubungan Udara 
SATUAN 
Nilai 
PENANGGUNG JA WAB 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

LUKMAN F. LAISA 

~~~esuai dengan aslinya 
n Hukum dan Kerja Sama, 

1,, 




